BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo, baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi sudah dilakukan, namun Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang ada belum memenuhi kebutuhan atau belum sesuai ketentuan
yang berlaku serta belum adanya regulasi/Perda yang khusus mengatur Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di kota Gorontalo. Perencanaan implementasi kebijakan
pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota
Gorontalo dilakukan untuk menetapkan lokasi RTH, anggaran serta SOP yang
berguna dalam tahapan pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan, kebijakan
penyediaan RTH dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi RTH serta
manfaat yang diharapkan dalam hal lingkungan, sosial dan ekonomi. Serta
pada tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan agar pertanggungjawaban
RTH agar sesuai secara administratif, keuangan dan teknis dimana
pembangunan RTH ini harus mempertimbangkan fasilitas publik yang layak
anak.

2. Faktor sumber daya (anggaran dan SDM) dan komunikasi menjadi faktor
utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah

dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo karena
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pembangunan fasilitas ini sangat bergantung pada anggaran dan kerja sama
semua pihak. Kemudian faktor pendukung yang memiliki dampak yang tidak
begitu besar yakni pada disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi
dalam proses kebijakan yang lebih ideal.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka

saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sebuah kebijakan politik yang melibatkan pemerintah Provinsi dan
pemerintah pusat dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan amanat dari Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengingat bahwa RTH kota
tidaklah hanya sekedar pelengkap suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota
tetapi lebih dari itu keberadaan RTH kota adalah sebagai alat kendali
kerusakan (fisik) lingkungan lebih lanjut.

2. Pemerintah Kota Gorontalo harus memperhatikan aspek fasilitas layak anak
dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo
kemudian perlu adanya suatu kajian oleh pemerintah untuk menjadikan Kota
Gorontalo hanya sebagai pusat pemerintahan saja, mengingat bahwa selama
ini peran Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, bisnis, pariwisata dan juga
pemerintahan membuat padatnya penduduk sehingga berdampak pada tidak
terkendalinya pemanfaatan ruang-ruang kota khususnya ruang terbuka hijau.

3. Pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pihak wasta untuk bantuan

fasilitas sebagai CSR (Corporate Social Responsibility)/tanggung jawab
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swasta kemudian kerja sama dengan masyarakat untuk pengawasan yang lebih
ketat terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta adanya
pemberlakuan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melanggar aturan

terkait penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.
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